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TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021,

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 t entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -
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Menetapkan

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indon esia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN
2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan Pembi naan adalah rencana pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara
efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam  negeri.

5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dalam negeri.
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Pasal 2

(1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021

meliputi:

a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang di susun berbasis
prioritas dan risiko;

b. sasaran pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Fokus pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan tema 0 Me

Arahan Presideno.

Pasal 3
(1) Perencanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk fokus, sasaran,
dan jadwal pembinaan umum dan pembinaan teknis,
meliputi:
a. pendidikan da n pelatihan; dan
b. penelitian dan pengembangan.
(2) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
a. fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja
pengawasan umum dan pengawasan teknis;
b. fokus dan sasaran pen gawasan kepala daerah
terhadap perangkat daerah; dan
c. jadwal pelaksanaan.
(3) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) huruf ¢  ditetapkan dengan Keputusan

Menteri.
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Pasal 4
Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)
huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 5
Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah Tahun
2021 bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
C. anggaran pendapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diun dangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 April 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAM MAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM  NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

I. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

A. Pembinaan Umum

Fokus dansasaranpembinaan umum dilakukan oleh unit kerja di

lingkungan Kementerian Dalam Negerisesuai dengan fungsi dan

kewenangannya ke Daecrah Provinsi dan Perangkat Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat ke Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan
dilakukan dalam bentuk:

1.

Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:

a.

penerapan standar pelayanan minimal di daerah, dengan
sasaran 48 angkatan aparatur pemerintah daerah;
pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, DPRD, dan
pejabat strategis, dengan sasaran 51 angkatan;

pengembangan kompetensi tenaga kediklatan, dengan sasaran
18 angkatan aparatur pemerintah daerah;

pengembangan kompetensi teknis substantif pemerintahan
dalam negeri bagi aparatur sipil negara pemerintah daerah,
dengan sasaran 59 angkatanaparatur pemerintah daerah;
pengembangan kompetensi kepamongprajaan dan administrasi
pemerintahan, dengan sasaran O51 angkatan aparatur

pemerintah daerah;

f.pengembangan kompetensi fungsional binaan kementerian dalam

negeri, dengan sasaran 49 angkatan aparatur pemerintah

daerah;
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g. sertifikasi sebagai master pelatih dan pelatih peningkatan
kapasitas aparatur desa, dengan sasaran 300 orang aparatur
pemerintah daerah;

h. pengembangan kompetensi perencanaan, pengendalian, evaluasi
dan informasi pembangunan daerah, dengan sasaran 3800
orang aparatur pemerintah daerah;

i.penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan
pendidikan politik, dengan sasaran 2000 orang;

j.pengembangan kompetensi kewaspadaan dini dan deteksi dini,
dengan sasaran 2000 orang;

k. pengembangan kompetensi evaluator APBD, dengan sasaran 102
orang; dan

l.pengembangan kompetensi pejabat fungsional peneliti badan
penelitian dan pengembangan daerah, dengan sasaran 34
pemerintah daerah provinsi.

2. Penelitian dan Pengembangan, meliputi:

a. penguatan inovasi daerah, dengan sasaran 34 daerah provinsi;

b. rekomendasi hasil peneclitian dan pengembangan sebagai
masukan kebijakan di bidang ctonomi daerah dan pemerintahan
desa, dengan sasaran 2 rekomendasi dan 2 pemerintah daerah;

c. indeks pengeloclaan keuangan daerah, dengan sasaran 34 daerah
provinsi;

d. inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan
platform sistem informasi layanan inovasi daerah, dengan
sasaran 34 daerah provinsi; dan

e. kelembagaan penelitian dan pengembangandaerah dengan
kategori "utama", dengan sasaran 82 daerah provinsi dan
kabupaten/kota.

B. Pembinaan Teknis
Fokus dan sasaran pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja di
lingkungan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai
dengan fungsi dan kewenangannyva ke Daerah Provinsi dan Perangkat
Gubernur sebagaiwWakil Pemerintah Pusat ke Daerah Kabupaten/Kota.
Pembinaan dilakukan dalam bentuk:
1. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:

a. Bidang Kesehatan, dengan fokus meliputi:
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1) pelatihan kegawatdaruratan maternal neonatal, dengan
sasaran dokter dan perawat di unit gawat darurat rumah
sakit umum daerah;

2) pelatihan pos pembinaan terpadu untuk penyakit tidak
menular, dengan sasaran tenaga kesehatan pusat kesehatan
masyarakat;

3) pelatihan komunikasi perubahan perilaku, dengan sasaran
tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat;

4) pelatihan sanitasi total berbasis masyarakat stunting,
dengan  sasarantenaga  kesehatan  pusat  kesehatan
masyarakat; dan

9) pelatihan konseling menyusui dengan sasaran tenaga
kesehatan pusat kesehatan masyarakat.

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan

Masyarakat, dengan fokuspengelolaan manajemen sumber daya

manusia yang sesuai standar dan sasaran 34 pemerintah

daerahprovinsi.

Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

dengan fokuspeningkatan status dan kualitas sumber daya

manusia pengelola sistem informasi administrasi
kependudukandan sasaran 548 pemerintah daerah dan

Perwakilan RI di 20 negara.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

dengan fekus meliputi:

1) pengarusutamaan gender dan perencanaan dan
penganggaran vang responsif gender, dengan sasaran 34
pemerintah daerah provinsi,

2) pendataan dan manajemen kasus kekerasan, dengan
sasaran lembaga layanan di pemerintah daerah provinsi; dan

3) konvensi hak anak, dengan sasaran pemerintah daerah
provinsi.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan

fokus jumlah sumber daya manusia aparatur dan tenaga

program yang mengikuti pendidikan/pelatihan dan sasaran

34.900 orang peserta.

f.Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dengan {fokus

pelatihan peningkatan kompetensi substansi aparatur pembina
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koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah dan sasaran

aparatur di daerah.

g. Bidang Statistik, dengan fokus meliputi:

1) diklat fungsional Prakom tingkat terampil, dengan sasaran
calen fungsional Prakem tingkat terampil;

2) diklat fungsional Prakom tingkat ahli, dengan sasaran calon
fungsional Prakom tingkat ahli dan Prakom terampil vang
akan naik ke jenjang ahli;

3) diklat fungsional statistisi tingkat terampil, dengan sasaran
calon fungsional statistisi tingkat terampil; dan

4) diklat fungsional statistisi tingkat ahli, dengan sasaran calon
fungsional statistisi tingkat ahli dan statistisi terampil yang
akan naik ke jenjang ahli.

h. Bidang Persandian, dengan fokus meliputi:

1) pembentukan Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)
dengan sasaran CSIRT pada 8 dinaskomunikasi dan
informasi Pemerintah Provinsi: Aceh, Bengkulu, Jambi,
Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi
Tengah, Maluku,;

2) pengembangan kompetensi sumber daya manusiadaerah di
bidang persandian dan keamanan siber dengan sasaran 50
aparatur sipil negara lulusan pelatihan keamanan siber pada
dinaskomunikasi dan informasi daerah; dan

3) peningkatan kompetensi sumber daya manusiapengelolaan
keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
dan CSIRT dengan sasaran 100 aparatur sipil negara lulusan
pelatihan pengelolaan keamanan SPBE dan CSIRT pada
dinaskomunikasi dan informasi daerah.

i.Bidang Perpustakaan, dengan fokus pendidikan dan pelatihan
kepustakawanan dan sasaran jumlah peningkatan pustakawan
sesuai dengan standar, tersertifikasi, dan berkompeten.

j.Bidang Kearsipan, dengan fokus meliputi:

1) diklat pengangkatan fungsional arsiparis dengan sasaran
calen fungsional arsiparis untuk tingkat ahli atau tingkat
terampil; dan

2) diklat penjenjangan fungsional arsiparis dengan sasaran

fungsional arsiparis tingkat terampil vang akan naik ke
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jenjang tingkat ahli.

k. Bidang Pertanian, dengan fokus meliputi:

1)

2)

3)

4)

pelatihan vokasi bidang pertanian dan pelatihan mendukung
program prioritas pembangunan pertanian (peningkatan
produksi dan produktivitas komoditas pertanian, daya saing
dan eksport), dengan sasaran aparatur (petugas, pejabat
fungsional dan struktural) dan non aparatur (pengurus
POKTAN dan GAPOKTAN) dan stakeholder pertanian lainnya;
sertifikasi pertanian, dengan sasaran mahasiswa Polbangtan,
siswa dan siswi SMK-PP, pelaku usaha, aparatur sipil
negara, petani;

penyelenggarakan pendidikan vokasi pada  politeknik
pembangunan pertanian, dengan sasaran siswa lulusan
SMK-PP dan SMA diutamakan putra/putri petani; dan
penumbuhan wirausahawan muda pertanian, dengan
sasaran siswa SMKPP, Polbangtan, alumni Polbangtan dan

perguruan tinggi mitra.

l.Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan fokus meliputi:

1)

2)

3)

peningkatan kompetensi sumber daya manusia dinas energi
sumber daya mineral di daerah untuk mengevaluasi
dokumen studi kelayakan perusahaan tambang, dengan
sasaran 20 orangpeserta dari dinas energi sumber dayva
mineral seluruh Indonesia;

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dinas energi
sumber daya mineral di daerah untuk menghitung besarnya
jaminan yang harus di jaminkan oleh perusahaan tambang
dalam rangka reklamasi dan penutupan tambang dengan
sasaran 20 orangpeserta dari dinas energi sumber daya
mineral seluruh Indonesia; dan

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dinas energi
sumber daya mineral di daerah untuk mengevaluasi rencana
kerja dan besarnya anggaran vang akan dilakukan
perusahaan tambang satu tahun kedepan dengan sasaran
20 orangpeserta dari dinas energi sumber daya mineral

seluruh Indonesia.
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m. Bidang Perdagangan, dengan fokus meliputi:

1) pengelolaan pasar bagi aparatur perdagangan dan dinas
pasar di daerah, dengan sasaran aparatur dinas
perdagangan dan dinas pasar yang telah di revitalisasi pasar;

2) pemahaman ROO bagi pejabat penandatangan surat
keterangan asal di daerah, dengan sasaran aparatur dinas
perdagangan yang menandatangani surat keterangan asal,
dan

3) manajemen operasional penguji mutu barang, dengan
sasaran fungsional penguji mutu barang.

n. Bidang Perindustrian, dengan fokus meliputi:

1) meningkatkan kemampuan para pembina industri di pusat
dan daerah berupa pengetahuan serta wawasan bidang
industri dalam preses pembangunan sektor industri
nasional, dengan sasaran pembina industri meliputi staf
eselon 1V, Eselon 1II dan Eselon 1I;

2) membuat, mengimplementasikan, dan mengevaluasi
kebijakan vang terkait dengan sektor industri, dengan
sasaran aparatur pemerintah daerah; dan

3) menyamakan bahasa dan pengertian tentang tugas dan
peranan penyuluh perindustrian dan perdangan dalam
melaksanakan penyuluhan industri vang berkepribadian dan
mempunyai keahlian serta pengetahuan sesuai dengan
kebutuhan kelancaran pembinaan dan pengembangan
industri dengan sasaran penyuluh industri.

2. Penelitian dan Pengembangan, meliputi:
a. Bidang Pendidikan dengan fokus akreditasi satuan pendidikan
dan sasaran satuan pendidikan formal, PAUD dan PNGF.
b. Bidang Tenaga Kerja, dengan fokus dan sasaran meliputi:

1) penyusunan rencana tenaga kerja daerah, dengan sasaran
tersusunnya perencanaan tenaga kerja daerah (provinsi dan
kabupaten/kota);

2) pengisian wajib lapor ketenagakerjaan (Sinlapnaker), dengan
sasaran tersedianya data wajib lapor ketenagakerjaan di
perusahaan; dan

3) Jjoin research dengan badan penelitian dan pengembangan

daerah dan perguruan tinggi, dengan sasaran terjalinnyva
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kerja sama penelitian di bidang ketenagakerjaan antara
pemerintah  pusat dengan badan  penelitian dan
pengembangan daerah provinsi dan lembaga penelitian dan
pengabdian masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

dengan feckus meliputi:

1) kajian penanggulangan kemiskinan yang berperspektif
gender, dengan sasaran instansi pusat dan pemerintah
daerah provinsi dan kabupaten/kota;

2) kajian pembangunan keluarga, dengan sasaran instansi
pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
dan

3) Kajian Peran Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, dengan sasaran satuan kerja perangkat
daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan fokus penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologilingkungan hidup dan kehutanan

untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan sasaran
penerapan ilmu pengetahuan dan teknelogilingkungan hidup
dan kehutanan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Bidang Perhubungan, dengan fokus meliputi:

1) konektivitas dan aksesibilitas dengan sasaran pemerintah
daerah;

2) peningkatan pelayanan transportasi dengan sasaran
pemerintah daerah;

3) keselamatan dan keamanan transportasi dengan sasaran
pemerintah daerah;

4) peningkatan pelayanan transportasi untuk pariwisata (bali
baru) dengan sasaran pemerintah daerah;

3) logistik dengan sasaran pemerintah daerah;

G6) pelayanan transportasi untuk daerah 3T dengan sasaran
pemerintah daerah; dan

7) sumber daya manusi transportasi dengan sasaran

pemerintah daerah.

f.Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dengan fokus

sinkronisasi kebijakan perlindungan usaha mikro kecil
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menengah dan koperasi serta kemudahan berusaha dan sasaran

dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro kecil

menengah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

g. Bidang Statistik dengan fokus penjelasan norma, standar,
prosedur, dan kriteriakegiatan statistik sektoral di provinsi dan
sasaran wali data dan produsen data di daerah.

h. Bidang Perpustakaan, dengan fokus meliputi:

1) pengelolaan perpustakaan tingkat daerah
provinsi/kabupaten/kota dengan sasaranrasio ketersediaan
koleksi perpustakaan perkapita penduduk;

2) pembinaan perpustakaan dengan sasaranpeningkatan
indeks budaya baca;

3) pengembangan keleksi budaya etnis nusantara dan
pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi dengan
sasaran persentase koleksi budaya etnis nusantara yang
terkelola dan/atau dilestarikan;

4) katalog dan bibliografi daerah dengan sasaran jumlah
katalog induk daerah yang terhimpun; dan

9) dana alokasi khusus sub bidang perpustakaan di
provinsi/kabupaten/kota oleh Inspektorat Jenderal
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan
sasaran jumlah gedung perpustakaan sesuai dengan
standar.

i.Bidang Kearsipan, dengan fokus meliputi:

1) kajian kearsipan tentang kebencanaan, dengan sasaran
kesiapan lembaga kearsipan daerah di
provinsi/kabupaten/kota dalam mengelola arsip terdampak
bencana;

2) kajian kearsipan tentang warisan budaya bangsa dengan
sasaran pengelolaan arsip sebagai warisan budaya daerah di
lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota; dan

3) kajian kearsipan tentang preservasi arsip digital dengan
sasaran terkumpulnya data/informasi di lembaga kearsipan
daerah di provinsi/kabupaten/kota dalam perlindungan dan
penyvelamatan arsip digital.

j.Bidang Pertanian, dengan fokus komunikasi dan Kkoordinasi

diseminasi inovasi teknolegi pertanian dan sasaran penyuluh
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pertanian di 34 provinsi.

Bidang Kehutanan, dengan fockus implementasi ilmu
pengetahuan dan teknolegi hasil hutan, jasa lingkungan, dan
keanekaragaman hayati dan sasaran kelempok masyarakat di

pemerintah daerah terpilih.

l.Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan {fokus

pemutakhiran data potensi energi baru terbarukan (mikrohidro,

angin, biomassa) dan sasaran meliputi:

1) tersedianya data pengukuran potensi energi baru
terbarukan;

2) tersedianya peta potensi energi baru terbarukan; dan

3) membantu daerah yang ingin mengembangkan pemanfaatan

sumber energi terbarukan.

. Bidang Perdagangan, dengan fokus meliputi:

1) pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok
menjelang hari besar keagamaan nasional, dengan sasaran
inflasi bahan pokok daerah terkendali;

2) pemetaan produk potensial ekspor daerah dan hambatan-
hambatan ekspor di pasar internasional, dengan sasaran
meningkatnya ekspor daerah; dan

3) pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan
perdagangan di daerah, dengan sasaran meningkatnya

perlindungan terhadap konsumen.
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I. FOKUS, SASARAN, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJAPENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. FOKUS, SASARAN, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJAPENGAWASAN UMUM
Fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan umum dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri ke Daerah Provinsi dan Inspektorat Provinsi selaku Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ke Daerah
Kabupaten/Kota.
Fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerjapengawasan umum meliputi:

1. Aspek Pembagian Urusan

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Penataan Percepatan Pembinaan dan pengawasan | Periksa upaya yang dilakukan oleh
Wilayah dan | penyelesaian batas desa | oleh Gubernur, | Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka
Pembangunan Bupati/Walikota  terhadap | penetapan dan penegasan batas desa.
Daerah penetapan dan penegasan

batas desa
2. Aspek Kelembagaan Daerah
Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja

Reformasi

Birokrasi

Penataan Kelembagaan

dan Kepegawaian
Perangkat Daerah
Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Penataan kelembagaan dan

kepegawaian

dengan

daerah

sesuai

ketentuan

perundang-undangan.

2)

1) Periksa apakah tipologi/klasifikasi dan
uraian tugas Inspektorat Daerah, RSUD,
dan RSKD sudah sesuai dengan PP 72
Tahun 2019; dan

Periksa mekanisme pengangkatan dan
pemberhentian pada Inspektorat Daerah
dan Inspektur Pembantu daerah sudah

sesuai dengan PP 72 Tahun 2019,

3. Aspek Kepegawaian pada Perangkat Daerah

Fokus
Pembangunan

Manusia

Sasaran
Jabatan
PP,

Kebakaran

Penerapan
Fungsional Satpol
Pemadam

dan P2UPD

Indikator

tingkat kualitas pembinaan 1.

masing-masing

fungsional

jabatan

2. periksa penerapan SOP,

Langkah Kerja

periksa formasi dan keadaan

eksistingmasing-masing jabatan

fungsional;
sarana dan

prasarana Satpol PP dan Pemadam

Kebakaran sesuai dengan  Standar

Pelayanan Minimal; dan

3. Periksa sinergi pelaksanaan tugas P2UPD
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
dan Auditor.
4. Aspek Keuangan Daerah
Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Transformasi Kebijakan peningkatan | Peningkatan dan | 1) Periksa perhitungan Pendapatan Asli
Ekonomi pendapatan asli daerah | pemanfaatan pendapatan Daerah;
asli daerah. 2) Periksa pencapaian target pajak dan
retribusi; dan

3) Periksa pemanfaatan atas Pendapatan
Asli Daerah.

Kebijakan Pengelolaan | Pemanfaatan BMD dalam | 1) Periksa aset yang dimanfaatkan oleh
Barang Milik Daerah rangka meningkatkan PAD. pihak ketiga

2) Periksa  pemanfaatan aset tersebut

apakah dapat meningkatkan PAD
Kebijakan Penerimaan | Pendirian  BUMD sesuai | 1) Periksa apakah BUMD telah memberikan
Daerah dari Kontribusi | dengan tujuan pembentukan manfaat bagi perkembangan
BUMD perekonomian daerah.

2) Periksa apakah BUMD telah memberikan
kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang bermutu bagi
pemenuhan hajat hidup masyarakat

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
3) Periksa apakah BUMD telah berorientasi
pada laba dan atau keuntungan.
Pembinaan Akuntabilitas 1) Konsistensi kebijakan | 1) Periksa hasil pembinaan dan pengawasan
Pengawasan pengelolaan  keuangan pusat dan daerah dalam Kepala Daerah terhadap dokumen
Penyelenggaraan |desa dan  kelurahan rangka  menuju desa perencanaan dan anggaran desa.
Pemerintahan (Provinsi ke mandiri. 2) Periksa hasil tindak lanjut pembinaan
Daerah Dan | Kabupaten/Kota) dan pengawasan Kepala Daerah terhadap
Desa dokumen perencanaan dan anggaran
2) Kepatuhan pemerintah desa.
daerah dalam | 1) Periksa tugas Gubernur sebagai Wakil
implementasi DAU Pemerintah Pusat dalam melaksanakan
tambahan kelurahan. pembinaan dan pengawasan
pcmbaugunan sarana dan prasarana
kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat yang efektif.
5. Aspek Pelayanan Publik di Daerah
Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Peningkatan Penyederhanaan 1) Penyederhanaan jenis | 1) Periksa apakah telah dilaksanakan
Pelayanan Publik | Perizinan dan pelayanan Perizinan dan penyvederhanaan jenis pelayvanan
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
dan Kemudahan | Kemudahan Nonperizinan; perizinan dan non perizinan;
Berusaha dan | Berusaha/investasi 2) Penyederhanaan prosedur | 2) Periksa penerapan penyederhanaan jenis
Investasi serta Izin Lokasi pelayanan Perizinan dan pelayanan dan prosedur.
Nonperizinan

Aspek Pembangunan Daerah

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pembangunan Integrasi Sistem | 1) Tersedianya informasi | 1) Periksa Informasi Pembangunan Daerah
Infrastruktur/ Informasi Pemerintahan pembangunan daerah; telah  memuat: data  perencanaan
Sarana Daerah 2) Tersedianya informasi pembangunan daerah, analisis dan Profil
keuangan daerah; Pembangunan Daerah; serta informasi

3) Tersedianya informasi perencanaan pembangunan daerah;

pemerintah daerah | 2) Periksa Informasi Keuangan Daerah telah

lainnya. memuat data yang lengkap;
3) Periksa Informasi Pemerintahan Daerah

Lainnya telah memuat: informasi LPPD,

informasi EPPD, dan informasi Perda.

Aspek Kerja Sama Daerah

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Transformasi Kebijakan Peningkatan | 1) Meningkatnya PAD. 1) Periksa dokumen Kkerjasama antara
Ekonomi daya saing  daerah |2) Terbukannya lapangan Pemda dan Pihak Terkait.
melalui kerjasama pekerjaan bagi | 2) Periksa progres hasil kerjasama terhadap
pengembangan ekonomi masyarakat. peningkatan PAD dan Kesejahteraan
Masyarakat.

Aspek Kebijakan Daerah

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja

Penyederhanaan | Harmonisasi kebijakan | Tersedianya produk hukum | Periksa tindak lanjut atas hasil evaluasi
Regulasi atas Peraturan Daerah, | daecrah terkait pajak dan | produk hukum daerah dari kementerian.
Pajak  Daerah, dan | retribusi daerah yang dapat
Retribusi daerah dalam | memberikan kemudahan
rangka memberikan | investasi.

kemudahan investasi
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B.FOKUS, SASARAN, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJA PENGAWASAN TEKNIS

Fokus,

sasaran, indikator, dan

langkah

kerjapengawasan teknis

Kementerian/LembagaTeknis ke Daerah Provinsi dan Inspektorat Provinsi

Pemerintah Pusat ke Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

1.

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

dilakukan

oleh Inspektorat  Jenderal

selaku Perangkat Gubernur sebagai Wakil

Tambahan

2) Persentase lbu  Hamil
yang mendapat Tablet
Tambah Daerah (TTD) 90
tablet selama masa
kehamilan

3) Persentase  bayi  usia

kurang dari 6 bulan yvang
mendapat ASI eklusif
4) Persentase bayi baru lahir

2)

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pengawasan Ibu Hamil dan anak | 1) Persentase Ibu Hamil | 1) Periksa bahwa alokasi anggaran, target
Penurunan usia 0-2 tahun Kurang Energi Kronik sasaran dan target lokus terkait stunting
Stunting yang mendapat makanan telah mendukung program percepatan

penurunan stunting

Periksa bahwa penvusunan Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
telah disusun secara efektif dan efisien.
Periksa bahwa perencanaan pengadaan
barang terkait penurunan stunting telah
telah berdasarkan kebutuhan.

Periksa pendistribusianhasil pengadaan
dari

barang dari pusat keprovinsi,

provinsi ke Kab/Kota dan  dari




